
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Kudus Nomor 16 Tahun 2017 ten tang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018; 

~ ft.e'. 

b. bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD 
dapat dilakukan apabila berdasarkan basil evaluasi 
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 
perkembangan keadaan yang tidak sesuai asumsi Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018; 

c. bahwa berdasarkan Pasal Pasal 355 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Perkada 
tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah 
melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan 
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang 
Perubahan RKPD; 

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 
sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya 
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, sehingga perlu 
diubah; 

Menimbang 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 
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Mengingat 



18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
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Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 
Tahun 2017 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 
Nomor 16) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasall 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS 
TAHUN 2018. 

MEMUTUSKAN: 

23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2017 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 
16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Kudus Nomor 25 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2017 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 
25); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 
Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 107); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99); 

-4- 

Menetapkan 
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Diundangkan di Kudus 
pada tanggal 11 s•,t••••.r 211e 

Ditetapkan di Kudus 
pada tanggal 18 s•ttt••'b•?' 211 e 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kudus. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 
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